







Setelah dilakukan pencermatan dan pengkajian di dalam bab-bab diatas maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara jelas 
mengatur atau melarang pelaksanaan perkawinan beda agama dikarenakan latar 
belakang sejarah terbentuknya Undang-Undang perkawinan dan keadaan politik 
hukum Orde Baru yang melatar belakanginya serta latar sosiologis yang 
melingkupinya. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di 
Indonesia, ada suatu peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah 
perkawinan campuran. Peraturan itu adalah peraturan yang pada sebuah masa 
dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda, bernama Regeling op de 
Gemengde Huwelijken (GHR), atau peraturan tentang Perkawinan Campuran 
sebagaimana dimuat dalam Staatsblad 1898 No. 158. Regeling Of de Gemengde 
Huwelijken (GHR). Peraturan GHR dan HOCI yang mengatur pelaksanaan 
perkawinan beda agama tidak dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip 
maupun falsafah yang sangat lebar antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 dengan kedua ordonansi tersebut sehingga dalam perkawinan beda 
agama terjadi kekosongan hukum.   
Selain itu, ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 




Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa  menurut Undang-Undang Perkawinan, 
perkawinan beda agama dilarang, sedang dalam Undang-Undang Administrasi 
Kependudukan, hal itu diperbolehkan. Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Perkawinan menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Perkawinan karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat 
(2) Undang-Undang Perkawinan tidak ditegaskan apakah sekadar pencatatan secara 
administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 
telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah 
pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang 
dilakukan.  
2. Dalam perspektif HAM, membentuk keluarga melalui perkawinan 
merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa. 
Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan akte 
perkawinannya. Perkawinan menurut Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 
1999 hanya dipandang dari aspek keperdataan saja. tidak ada unsur agama yang 
dikedepankan dalam sebuah perkawinan. Sementara, perkawinan yang diatur oleh 
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku saat ini memiliki 
konsepsi yang berbeda bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan menurut aturan 
agama masing-masing pihak dan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan 
tersebut.  
 Perbedaan dalam menempatkan posisi hukum pencatatan perkawinan ini 
akan menimbulkan akibat hukum tersendiri. Permasalahan adanya regulasi 




peraturan itu harus ditempatkan posisinya. Pencatatan perkawinan merupakan 
bagian dari hak warga negara yang mesti dilindungi dan dipenuhi haknya. 
Penolakan terhadap perkawinan beda agama, baik dari segi pelaksanaannya 
maupun pencatatannya jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang 
dikandung oleh HAM terutama hak beragama dan berkeluarga yang merupakan hak 
sipil seseorang. Tugas negara adalah untuk melindungi hak-hak warga negaranya 
sehingga apabila hak tersebut dicurangi atau dilanggar, negara dapat membantu 
masyarakatnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 
B. SARAN 
Berdasarkan uraian di atas, bahwa dengan ketidaktegasan pemerintah dalam 
mengatur perkawinan beda agama sebagaimana tidak adanya aturan tersebut maka 
bersama ini saya sarankan antara lain:  
1. Dalam undang-undang perkawinan tidak ada satu Pasal pun yang 
menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang., sebaiknya Uji 
Materiil Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 perlu diajukan kembali 
dengan melihat fakta-fakta riil yang terjadi.  
2. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum. Penafsiran 
negara berdasarkan hukum tidak boleh sempit. Hukum harus responsif terhadap 
cita-cita dari sebuah negara hukum. Negara harus benar-benar secara serius 
menjamin hak-hak dasar warga negara. Demikian juga dengan hak untuk 
melangsungkan perkawinan. Negara harus mengakui perkawinan ini sebagai 
bentuk harmonisasi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang HAM 
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